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PERATURAN BUPATI BEKAS!

NOMOR . . .or

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG
REDUDURAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI

Mendm bang

["l'?ll."'l'l.E‘_l'. 1E

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

bahwa dalam rangka lebik mengoptimalkan Tugas
Pokok dan  PFungsi  serta  kewenangan Badan
Penangpulangan Bencana Daerah RKabupaten Bekasi,
maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bekasi, perlu ditiniau wntuk disesuaikan
kembali melalui perubahan;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan
Bupati Bekasi tentang Ferubahan atas Peraturan
Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2016 tentang
hedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata kerja Dinas Tenaga lverja Kabupaten Bekasi.

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 1950 tentang
Fembentukan Daerah-daerah habupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Retransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nemor 37, Tambehan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomar 3682},
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 rentang

hetenagakerjaan (Lembaran Megara Republik [ndonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42749

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat
dan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulkan Peraturan Perundang-undangan
ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomar 6, Tambahar Negara
Republik Indonesia Nomor 549

Undang-Undang MNomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 442, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 2601},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah |Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Penvelengsaraan Transmigras:  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3300);

Peraturan Pemerintah Nemor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan [Lembaran Negara  Republik Indonesig
Takun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 574 1

' 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah  (Lembaran Negara  Repuhlik
Indonesia Tahun 2016 Nomar 1 14;
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LL.

melaksanakan  evaluasi  tugas  dan menginventarisasi
permasalahan  lingkup tugasnva serta mencar  alternatif
pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan uniuk kelancaran pelaksanaan
tiugas sesuai dengan ketentuan vang berlakuy;

- membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar:

-memlai hasil kerja bawahan secars berjenjang untuk bahan
mengembangkan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas rlanfatau kegiatan kepada
ALASHN;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh

Alasan

hetentuan Pasal 36 avat (1) dan avar {2} dirubah, sehingga Pasal
36 berbunvi sebagai berikut

Pasal 36

111 Seksi persyaratan kerja dan kelembagaan  hubungan
ndustrial mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrel  urusan

persvaratan Kerja dan kelembaganan hubungan industrial.

<i Untuk melaksanakan tugas pokok sebagabmana dimaksud
pada Avat (1), Seksi persvaratan werja dan Kelembapgaan
hubungan industrial mempunyval fiingsi :
4] perencanaan  kegiatan urusan persyaratan  kerja dan
. kelembagaan hubungan indusirs):
bl pelaksanaan urasan persyaratan kerfga dan kelembagaan
hubungan industrial:
¢l pembagian pelaksanaan TUgas urusan persvaralan kera
dan kelembagaan hubungan industeal;
di  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesyai
dengan tugas dan fungsinya,




Retentuan Pasal 37 dirubah, sehingga Pasal 37 berbunvi sebagal
berikur ;

Fasal 37

Sekesi Persvaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial
dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sehagai
herikut !

i B

menyusun  rencana  kegiatan  dan  anggaran  Seksi
Persvaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial;
menyviapkan bahan rencana stratesis dan rencana kerja
Seksi Persvaratan Kerja dan kelembagasn  Hubungan
Industrial;

menviapkan bahan-bahan RPJPD dan RPIMD scsuai bidang
tugasnya sebagai bahan penvusunan RPJPD dan REPJMD
Kuabupaten; '
mengumpuikan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima
tahunan  Seksi Persyaratan Rera dan  Kelembagaan
Hubungan Industrial sebagal bahan penvusunsn LPPD
tahunan dan LPPD lima tahunan nabupaten;

menviapkan bahan-bahan LKP) akhir tahun dan akhir
masa jabatan Bupat :

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis
(RENSTRA) dan rencana Kinerja (RENJA) Seksi Persyaratan
Reria dan Kelembagaan Hubungan Industrial:

menghimpun  Rencana Kegiatan  Anggaran [RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} Seksi Persvaratan
herja dan Kelembagaan Hubumgan Industrial:
melsksanakan penyuluhan/ pemsinaan mengenai  Syarat
svarat kera dan kelembagaan hubungan industial kepada
pekeria/buruh dan/atau serika| pekerafserikat burah dan
pengusaha/organisasi  pengusaha, lembaga  kerjasama
Lipartit dan lembaga kerjasams tripartit;

melaksanakan  pelavanan pendaftaran Perjanjian - Kerja
Bersama (PKBj, Pengesahan FPeraturan Perusahaan (PP,
pencatatan  Perjanjian Kerja  Wakty Tertentu  (PKWT),
Feranian Kerja Antara Perusahsan Penyedia Jasa Pekerja
{PPJP] dan Perusahaan Pemborangan Pekerjaan dengan
Perusahaan Pengguna;
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Melakukan penyuluhan peningkstan sumber dava manusis
[SDM) keselamatan dan keschatan kerja [K3):
Memberdayakan organisass serikat pokerja/sertkat buruh,
organisasi pengusaha, lembags kerjasama bipartit, lembaga
kerjasama iripartit;

Melalcsanakan pencatatan organisasi serikat pekeria fserikat
buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit:
Melaksanakan verilikasi keangpotaan serikat
pekera/serikat buruh;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah  dan menganalisa  data serta
penyajian data hasil kegiatan Seksi Persyaratan Kerja dan
helembagasn Hubungan Tndusicil

menvusun bahan laporan akuniabilitas kerja;

mEnyusun - pertanggungjiawaban  laporan kegiatan dan
kevangan;

melaksanakan program pengawasan internal di
lingkungan Seksi Persyaratan Keda dan Kelembagaan
Hubungan Industrial;

mempelajari, memahami dan  melaksanakan peraturan
perundang- undangan, ketentuan-ketentuan vang berkaitan
dengan  bidang tugasnya  sebagai  pedoman  dalam
pelaksanaan rugas;

memberikan  saran  dan pertimbangan  teknis bidang
tugasnyva kepada atasan:

melaksanakan  evaluas Migeas  dan  menginventarisasi
permasalaban di lingkup tigasnve serta mencari aiternatif
pemecahannyaz

membagi  tigas kepada  bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan rugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepads bawahan
Agar pelaksanaan tigas dapat berjalan lancar

mentai hasil kerja bawahan se ara befenjang untuk bhahan
mengembangkan kariers

melaporkan hasil pelaksanaan ligas dan/atau lkegiatan
kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lamnya yang diberikan oleh
atasan.



Ketentuan Pasal 38 avat (1} dan ayar |2y dirubah, sehingga Pysal
I8 berbunyi sebagai berikut -

Paszai 34

T} Seksi Pengupahan dan Jaminan  Sosial Tenaga Kerja
mempunyai  tugas  pokok  merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
Fengupahan dan Jaminan sosial tenaga kerja

() Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Avat (1), Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja mempunyai fungsi

 perencanaan Kegiatan urusan Pengupahan den Jaminan
sosial Tenaga Kera:

W pelaksanaan urusan Fengupahan dan Jaminan Sosial
Fenaga Kerja:

“1 pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengupahan dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

d]  pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh ALESAN Sesiial
dengan tugas dan fungsinva

aetentuan Pasal 39 dirubah, sehingzes Pasal 39 berbumy i sebagai
berikuit

Pasal 30

Seksi Pergupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh

storang kepala, mempunvai uraian tugas sebagai berikut

Lo menvusun rencana kegiatan dan anggaran Seks: Pengupahan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

" menyiapkan bahan rencana strategis dan rencansa kerja Seksi
Pengupahan dan Jaminan Sosia) Tenaga Kerja:
menviapkan bahan-bahan ERJPD dun RPJMD sesuai bidang
‘ugasnya  sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPIMD
Ratipaten;

I mengumpulkan bahan-bahan LPPR tahunan dan LPPD lima
tahiiinan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sehagai bahan penyusunan LPPD 1ahunan dan Lppn lima
tahunan Kaby paiten;
menviapkan bahan-bahan LKPJ aklur tahun dan akhir masa
Modtan Bapati
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menghimpun dan mengumpulkan hahan rencana strategis
[RENSTRA) dan rencana kinera (RENJA) Seksi Pengupahan dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja:

menghimpun Kencana Kegiatan Anggaran {RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA} Seksi Pengupahan dan Jaminan
ansial Tenaga Kerja:

Melaksanakan penyuluhan/bimbingan mengenai Pengupahan:
Melaksanakan  penvuluhan/bimbingan  kepesertaan EI_P.JS
relenagakerjaan dan Kesehatan:

Mengajukan rekomendasi nilai upah mininum  kabupaten
bekasi;

Melakuken {asiliiasi perundingan upah minimun  sektoral
kabupaten bekasi:

melaksanakan koordinasi dengan seks laing

menghunpun, mengolah dan menginalisa data seia penvajian
data hasil kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
lenags Kerja;

menyusun bahan laporan akuntabilizas kerja;

menvusun.  perranggungjawaban liporan kegiatan  dan
KeLangan;

melaksanakan program  pengawssin  internal o lngkunga
Sekst Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kera;
mempetagar,  memahami | dao welaksanskan  peraluran
perundang-undangan,  ketentuan ketenruan yang berkaitan
dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tLugEas

Menviapkan SDM yang memahami Eetentuan pengupaiian dan
aminan snsial renaga kerja;

Mrenyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan
jaminan sosial fenaga kerja;

Menviapkan penvusunan bahan penelapan upal minimuam
sabupaten bekasi dan upah minimum sektoral kabupaten
he ks

Memyiapkan hahan  evaluasi dan  pelaporan pengupahan
Janinan sosial tenaga kerja,

memberikan saran dan pertimbangan 1eknis bidang tugasnva
kepada atasan:
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melaksanakan  evaluasi  tugas  dan  menginveniarisasi
permasalahan di lingkup tugasnva serta mencari alternatif
pemecahannya,;

membagt tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas sesiial dengan ketentuan vang berlaku;

mentbimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

menilal hasil kerja bawahan secars berjenjang untuk bahan
mengembangkan karier;

ad. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada

HAlASan;

ob. melaksanakan tugas kedinasan lainnva vang diberikan oleh

ST

Ketemtuan Pasal 40 avat (1) dan avat (2] dirubah, sehingea Pasal
HI berbunyi sebagai berileut :

Pasal 41
|8} Seksi Perselisihan Hubungan industrial dan Pemutusan
Hubungan Kerja mempunyai tugss pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagl tugas dan mengontrol
wrusan Perschsihan Hubungan industrial dan Pemutusan
Hubnmgan Kerja.
14} Untuk melsksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Avat 1), Scksi Perselisihan Hubungan Industrial dan
Pemutusan Hubungan Kerja menpunyai fungsi
dl perencanaan kegiatan wrusan Perselisihan Hubungan
Industrial dan Pemutusan Hulbungan Ketja;

bl peiaksanaan urusan Perselisihan Hubungan Industsial
dan Pemutusan Hubungan Kerja:

¢} pembagian  pelaksanaan  tueas  wrusan Peiselisihian
Huburnigan Industrial dan Pemutusan Hubungan Keria;

i) Priaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan SESUEI

dengan tugas dan fungsinve
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Retentuan Pasal 41 dirubah, sehinggs Pasal 41 berbuny: schagai
hertieur -

Fagal 41

seksit Perschisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh  seorang

Ft

o -

‘pala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

menvisun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perselisihan
Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
merviapkan bahan reneana strategis dan rencana keria Seksi
Perselisinan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan
kerja;

Menviapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang
mgasnya scbagal bahan penvusunim RPJPD dan RRIMD
Kabupaten;

Mengumpulkan bahan-bahan LPPD ighunan dan LPPD lima
tahunan Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan
Hubungan Kerja sebagai baban pevy usunan LPPD (ahunan clan
LPPD lima tahunan Kabupaten;

Menyiapkan bahan-bahan EKPJ akhir tahun dan akhir siasa
abmatan Bupari;

Menghimpun  dan mengumpulkan bahan rencuana stratesis
IRENSTRA| dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Perselisthan
Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja:
Menghimpun Rencang Kegiatan Angearan (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Perselisihan Hubungan
Industrial dan Pemutusan Hubungan kerja;

Melaksanakan penyuluhan mengenai Perselisiban Hubungan
industrial  dan Pemutusan Hubungan Kerja  kepada
pekeria/burah danfatau serikat pekerja/serikal buruh  dan
pengansai;

Menyiapkan —sumber daya manusia  yang  memahami
Perselisihan Hubungan Industrial <an Pemutusan Hubungan
0 ol T2 e

Menvediakan sarana dan prasarana dalam upaya perselisihan
hubungan industiial dan perntusan hilbungan kerja;
Melaksanakan pemantauan,  eviluasi,  dan pelaporan
Versclisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan
Rerja, mogok kera dan penutupan perusahaan

Mempelajari pengaduan vang masuk:
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menangani mogok kerja dan unjuk rasa;

melaksanakan mediasi penyelesaian  perselisihan  hubungan
mdustrial dan pemutusan hubungan kerja ¢

melaksanakan pemberian anjuran,

meliksanakan pemberian risalah  penyelesaian  perselisihan
hubungan industrial:

melaksanakan pencatatan Perselisthan Hubungan Industrial
IPHI dan Pemutusan Hubungan Keria (PHK):

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
AtARAn;

memproses administrasi surat surs vang masul pada Seksi
Perselisthan Hubungan Industrial dan Pemutusan hubungan
MET)E,

mrlaksanakan koordinasi dengan scisi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Perselisilian Hubungan Industrial dan
Pemutusan hubungan Kerja;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menvusun - perianggungjawaban  laporan kKegiatan  dan
keuangan;

melaksanakan program  pengawasian  internal o lingkungan
Seksi  Perselisinan  Hubungan  [ndustrig dan  pemutusan
Hubungan kerja ¢

mempelajari,  memshami  dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan, kelentuan-ketentuan vang berkaitan
dengan bidang tugasnva sebagai pedoman dalam pelaksanaan
TS, .
memberikan saran dan pertimbangan feknis bidang 1ugasnva
kepada atasan;

melaksanakan  evaluasi tugas  dan  mengmveniarisasi
ermasalaban di lingkup tugasovs sera mencar: alternatif
pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas sesual dengan ketentuan va ng berlaku;

membimbing alau memberikan petunjik kepada bhawahan agar
peiaksanaan tugas dapat begatan lancar

menilal hasil kerja bawahan secarn berjenjang untuk bahan
mengembangkan karies;



e, melaporkan  hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada

SRR T

it Velaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh atasan.

Pasalll
Peraturan ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Desember 2018

PILBUPATI BERAS]
ttd .
H.EEA SUPRIA ATMAJA

Diundangzkan di Cikarang Pusat
Fada tanggeal 14 Desember 2008

$6 SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN BEKASI T

I
H. UJu
TBERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 65



